l.embaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 123 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Di LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban Penerapan

Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan
dan memberikan pemahaman yang %memadai kepada
Pengelola Keuangan pada Satuan K%zrja di Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerjintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaéaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang periu mene?[apkaﬂ Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadjaan Barang/Jasa
Pemerintah ientang Petunjuk Teknis Aékuntansi Berbasis
Akrual Di Lembaga Kebijakan Pengaéﬁaan Barang/Jasa
Pemerintah,

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 'jl'entang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indojnesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara E?epublik Indonesia
Nomor 4286);

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun% 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran ﬁNegara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tan}lbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahunj 2004 Tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangguné Jawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik indcjmesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran é\!egara Republik
Indonesia Nomor 4400),
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun j2013 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendape}j'tan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Repubiik Endénesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran éNegara Republik
Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tah%.m 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barané/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah dengan Peraturan szresiden Nomor 157
Tahun 2014 tentang Perubahan atas ﬁeraturan Presiden
106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Nomor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
Tentang Pedoman Umum Standar Akuntansi Pemerintahan
(PUSAP);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013

Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Tentang Bagan Akuntansi Standar;
Peraturan Menieri Keuangan Nomor
Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah
Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Keuangan Nomor

Akunta

Peraturan Menteri
Tentang Penerapan Standar

Berbasis Akrual pada Pemerintahan Pusat;

214/PMK.05/2013

215/PMK.05/2013
Pada Pemerintah

219/PMK.05/2013
Pusat;
270/PMK.05/2014

nsi Pemerintahan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

-3-

14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaha
62/PBf2009 Tentang Tata Cara Pe
Pendapatan dan Belanja Secara Akru

Keuangan;

raan Nomor PER-
nyajian Informasi

al Pada Laporan

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendahqraan Nomor PER-

57/PB/2013 Tentang Pedoman Peni/usunan Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga;

16. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
224/PB/2013 Tentang Kodefikasi Segmerf Akun Pada Bagan

Akun Standar.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAK
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PE
AKUNTANS! BERBASIS AKRUAL DI LEMB
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
Menetapkan Petunjuk Teknis Akuntansi B
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keput
Petunjuk Teknis Akuntansi Berbasis Akrual Di L
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini merup
penyusunan Laporan Keuangan di Ler
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

AN PENGADAAN
“TUNJUK TEKNIS
AGA KEBIJAKAN

erbasis Akrual di
Jasa Pemerintah
usan ini.

.embaga Kebijakan
akan acuan dalam

nbaga Kebijakan

pada tanggal 31 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KE

BIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO
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LAMPIRAN ~ : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 123 TAHUN 2016
TANGGAL © 31 Mei 2016
BAB i
PENDAHULUAN
lL.atar Belakang

Penggunaan Akuntansi berbasis akrual merupakan bagian integral dari
reformasi manajemen keuangan publik khususnya untuij{ tujuan meningkatkan
transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusén.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara menetapkan bahwa "Ketentuan mengenai pengajkuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dijmaksud dalam Pasal 1
angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakaén selambai-lambatnya
dalam 5 (lima)} tahun’. Selanjuinya ditegaskan kembali di éaiam Pasal 70 ayat (2)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenojiaharaan Negara yang
menetapkan bahwa “Ketentuan mengenai pengakujan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanaka%w selambat-lambatnya
pada Tahun Anggaran (TA) 2008”.

Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengejm DPR, implemeniasi
Akuntansi berbasis akrual ditunda pelaksanaannya hinggja tahun 2015. Hal ini
dituangkan dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN yang ditindaklanjuti
dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai landaséan teknis pelaksanaan
implementasi Akuntansi berbasis akrual yang tertuang daljam Lampiran | tentang
SAP berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat—iamtéatnya tahun 2015.

Pelaksanaan ketentuan ini membutuhkan kesiapan ciari seluruh unit entitas
Akuntansi, unit entitas pelaporan, unit perbendaharaan daﬁ unit pembuat standar
Akuntansi untuk bersama-sama melaksanakan sesuai dengan kewenangan dan

peran masing-masing, agar Akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik.
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SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapat
dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, sers
belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
basis yang ditetapkan dalam APBN,

an, beban, aset, utang,
mengakui pendapatan,
anggaran berdasarkan

Dengan pola berbasis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih

lengkap karena suatu transaksi keuangan dan peristiwa—pjeristiwa lain diakui dan

dicatat dalam catatan Akuntansi dan dilaporkan dalam peﬁ

iode laporan keuangan

pada saat terjadinya transaksi tersebut. Laporan keuéngan berbasis akrual

menitikberatkan pada informasi pendapatan dan beban juga

menyediakan informasi

mengenai kegiatan operasional, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan

terhadap peraturan.
Dalam rangka penerapan basis akrual pada laporan k
2015 dan unftuk memberikan pemahaman yang memadai

euangan per 1 Januari

kepada para pengelola

keuangan pada kantor/satuan kerja di lingkungan Lembagd Kebijakan Pengadaan

Barangfiasa Pemerintah memandang perlu untuk menyusun “Petunjuk Teknis

Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Lembaga Kebuakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah” sebagai acuan dalam penyusuﬁan Laporan Keuangan

Berbasis Akrual.

B. Tujuan Dan Ruang Lingkup

1. Tujuan Petunjuk Teknis Akuntansi Berbasis Akrual adalaﬁa sebagai berikui:

a. Untuk memberikan pemahaman bagi penyusun Ieiporan keuangan pada

kantor/satuan kerja di lingkungan Lembaga kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dalam memahami akuntans
b. Sebagai panduan bagi satuan kerja di lingkunga
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyust
berbasis akrual;
2. Ruang Lingkup
Petunjuk Teknis Akuntansi Berbasis Akrual ini mengat
akuntansi terhadap iransaksi-transaksi atau kejadian da

Keuangan Berbasis Akrual.

C. Daftar Istilah

berbasis akrual;
n Lembaga Kebijakan

inan faporan keuangan

ur mengenai kebijakan

am menyusun Laporan

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, penguiguran, pengklasifikasian,

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pényajian laporan, serta

penginierpretasian atas hasilnya;
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10.

11

12.

13.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
DPR;

adalah daftar kodeafikasi

dan Kklasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis

Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS
sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran
dan pelaporan keuangan pemerintah;,
Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi

sebagai pedoman bagi pengguna;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya

disingkat DIPA adalah

dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuan

gan selaku Bendahara

Umum Negara;
Jurnal Akuntansi adalah media pencataian yang menggunakan klasifikasi akun
dalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan pemeriniah;

Jurnal Standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun
secara sistematis yang menggunakan klasifikasi keiomg)ok akun dalam Bagan
Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangjan pemerintah;

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negaré yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untjuk menampung seluruh
Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeiuaranj Negara;

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsip~prénsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan prakiik-praktik spejasiﬁk yang dipilih dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahj pusat;

Laporan Keuangan adalah bentuk peﬂanggungjawej\ban pemerintah atas
pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggar%n, Laporan Arus Kas,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Sjaldo Anggaran Lebih,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Kéuangan;

dan pertanggungjawaban

Perbendaharaan Negara adalah pengeiolaan

keuangan negara, fermasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang
ditetapkan dalam APBN dan APBD;

Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjuinya disingkat PNBP adalah

seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah piut
pendapatan negara dan pajak yang belum dilunasi s

neraca.

dari pajak;
ang yang berasal dari
ampai dengan tanggal
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah piutang yang berasal
dari selain pendapatan negara bukan pajak yang belum jditerima sampai dengan
tanggal pelaporan, bagian lancar tagihan penjualan angsjuran, dan bagian lancar
tuntutan ganti rugi;

Piutang Negara adalah jumlah uang masih harus ditejrima oleh kantor/satuan
kerja danfatau hak kantor/satker sebagai akibat perjan%ian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya
yang sah;
Piutang Angsuran adalah piutang yang timbul dari penjualan angsuran, atau
perjanjian bahwa pihak ketiga akan melunasi kewajibannya kepada Kementerian
Negara/Lembaga dalam beberapa kali pembayaran;
Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang;

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat
RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggarjara yang berisi program,
kegiatan, sasaran, dan anggaran yang merupakan penjaijaaran dari rencana kerja
pemerintah dan rencana strategis Lembaga Kebijakan éengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dalam satu tahun anggaran,

Satuan Kerja adalah unit organisasi KementerianlLerrjzbaga Pemerintah Non
Kementerian atau unit organisasi Pemeriniah Daerajh yang melaksanakan
kegiatan Kementerian Negarafl.embaga Pemerintah jNon Kementerian dan
memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan ajmggaran;

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya di singkat SAP adalah
prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam mengfusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah;
SAP Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkejn dalam APBN;

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas

dana berbasis akrual;
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31,

32.

33.

34.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjuinya disingkat SAPP adalah
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan. elemen lain
untuk mewujudkan fungsi Akuntansi sejak analisis sampai denga.n pelaporan
keuangan pada Pemerintah Pusat;
Tahun Anggaran adalah periode dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember tahun yang bersangkutan;
Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan
berakhir pada 31 Desember);
Tambahan Uang Persediaan, yang selanjuinya disingkat TUP adalah uang muka
vang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yvang sangat
mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan;

Uang Pesediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam

jumiah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Penge(uaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau memb;aya: pengeluaran yang
menurut sifat dan tfujuannya tidak mungkin d:takukgn melalui mekanisme
pembayaran langsung;

Pernyataan Standar Akuniansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat PSAP
adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberi judul, nomor, dan
tanggal efekiif;
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat IPSAP adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP;
Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi
sebagai pedoman bagi pengguna;
Tagihan Penjualan Angsuran, yang selanjutnya Qiséngkat TPA adalah

menggambarkan jumiah yang dapat diterima dari penjjualan asset pemeriniah
secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinifai sebesar nilai nominal
kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi
angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas Negara atau daftar saldo
tagihan penjualan angsuran;
Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah tuntutan atas
kerugian Negara akibat kelalaian bendahara;
Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah tuntutan atas

kerugian Negara akibat kelalaian aparat Negara;

Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan keuangan
yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatarj} operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendabatan—LO, beban, dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan,;
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35. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat Cal.K adaiah
laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau anaiisis atas
laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO,
LAK, dan LPE.
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A. Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
1.

BAB li

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN AKRUAL

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai

Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran

Lebih (SAL), Arus Kas,

Hasil Operasi, dan Perubahan Ekuitas Suatu Entitas Pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanya. Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain

dilakukan dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

posisi sumber daya

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan
anggarannya;

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f Menyediakan informasi mengenai potensi pemer
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mer
entitas pelaporan dalam mendanai akiivitasnya.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Lembaga

Pimpinan satker di lingkungan

realisasi terhadap
pelaporan mendanai

intah untuk membiayai

1gevaluasi kemampuan

Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah baik entitas Akuntansi maupun entitas pelaporan

bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Bahasa Laporan Keuangan
Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa

Indonesia. Jika laporan

keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka

laporan keuangan dalam bahasa lain tersebuf harus

memuat informasi dan
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waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan
keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbit!_j(an untuk periode atau
waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahjasa Indonesia.
4. Mata Uang Pelaporan |

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rujpiah. Penyajian neraca,
aset danfatau kewajiban dalam mata uang lain se’jaiain dari rupiah harus
dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggur{akan kurs tengah Bank
indonesia. Dalam hal tidak tersedia dana dalam rjnata yang asing yang
digunakan dalam transaksi dan mata uang asing terse@ut dibeli dengan rupiah,
maka transaksi dalam mata uang asing tersebuté dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah g/ang diguhakan untuk
memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam
mata uang asing yang digunakan untuk ber’trans&tksi-i dan mata uang asing
tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
a.  Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan

menggunakan kurs transaksi;
b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah

berdasarkan kurs tengah Bank indonesia pada tanggal transaksi;

c. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjal%n yang ferkait dengan
transaksi dalam mata uang asing dinilai dengjan menggunakan kurs
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP IPSAP, dan Buletin
Teknis SAP serta peraturan perundang-undangaﬁ terkait yang mengatur
tentang transaksi dalam mata uang asing.

5. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi dan praktik-prakiik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut
mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material
dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan Akuntansi disusun uniuk
memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan

keputusan;

b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;

2} Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi
dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
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4) Dapat diverifikasi;
5) Mencerminkan kehati-hatian; dan
6) Mencakup semua hal yang material.
c. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam
faporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas
pelaporan lain pada umumnya.
d. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk
serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Penyajian Laporan Keuangan

a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan,
realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas hasil operasi, dan
perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang dihjaruskan sesuai dengan
ketenfuan yang berlaku.

b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya meﬁurut urutan likuiditas,
sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktiu jatuh temponya.

¢. lLaporan Operasional menggambarkan pendapaian dan beban yang
dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiajtan utama/operasional
entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas djan fungsinya.

d. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan sejcara sistematis dengan
urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang fnerupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan. lnformaési dalam catatan atas
laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos djalam neraca, laporan
operasional, laporan realisasi anggaran, Iaporén arus kas, laporan
perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yar%g sifatnya memberikan
penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupué kuantitatif, termasuk
komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi Iéinnya.

e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan
menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebjagian besar’ untuk
menggambarkan bagian dari suatu jumiah tetapi hiarus dinyatakan dalam
jumiah nominal atau persentase.

f.  Perubahan Akuntansi wajib memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

e Perubahan estimasi Akuntansi. Estimasi Akuniansi dapat diubah

apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga
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wajib diungkapkan pengaruh material dari peru

bahan yang terjadi baik

pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.,

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi Akuntansi disajikan dalam

Laporan Operasional (LO) pada periode pjerubahan dan periode

selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh : pérubahan estimasi masa

manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-

tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh

perubahan terhadap LO tahun perubahan dan fahun-tahun selanjutnya

diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

e  Perubahan kebijakan Akuntansi.
Kebijakan Akuntansi dapat diubah apabila:

a) penerapan suatu kebijakan Akuntansi yang perbeda diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan atau SAP yajng berlaku; atau

b} diperkirakan bahwa perubahan tersebutj

akan menghasilkan

penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan

keuangan;
¢) perubahan kebijakan Akuntansi diungkapkan
e Kesalahan mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan seca

melakukan penyajian ulang untuk  seluruh

didalam CalLK.

ra retrospektif dengan

periode sajian dan

melaporkan dampaknya terhadap masa sebelun}l pericde sajian.

6. Konsistensi

a. Perlakuan Akuntansi yang sama diterapkan pada keﬁadian yang serupa dari

satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelap@nran (prinsip konsistensi

internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjédi perubahan dari satu

metode akuntansi ke metode Akuntansi yang lain.

Metode Akuntansi yang dipakai dapat diubah dengajn syarat bahwa metode

yang baru diterapkan mampu memberikan inforjmasi yang lebih baik

dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahanj
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangané

penerapan metode ini

b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan kéuangan antar periode

harus konsisten, kecuali :

1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat
entitas pemerintahan; atau

2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.

operasi (proses bisnis)
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c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam lag
maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu dir
diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Materialitas dan Agregasi

Dalam laporan keuangan materialitas dan agregasi d

berikut:

oran keuangan diubah,
eklasifikasi tetapi harus

apat dijelaskan sebagai

a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas;

b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan terjsendiri daiém laporan

keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumtahnyé tidak material dapat

digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis;

c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau

kesalahan pencatatan/informasi yang memengaruhi keputusan yang diambil.

Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan secara periodik sesuai
undangan yang berlaku.

Informast Komparatif

a. Laporan keuangan tahunan dan inferim disajikan se

peraturan perundang-

cara komparatif dengan

periode yang sama pada fahun sebelumnya. Khusus Neraca interim,

disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan

operasional interim dan laporan realisasi angg

aran interim disajikan

mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode

interim yang dilaporkan;
b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan

deskriptif dari laporan

keuangan periode sebelumnya waijib diungkapkan kembaii apabila relevan

untuk pemahaman laporan keuangan periode berjala

Laporan Keuangan interim

a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuang;jan yang diterbitkan di

anfara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipjandang sebagai bagian

integral dari laporan periode tahunan. Penyusunarj laporan interim dapat

dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran;

b. Laporan keuangan interim memuat komponen yan

g sama seperti laporan

keuangan tahunan yang ferdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran,

laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, faporan

perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan.
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Neraca;

Neraca merupakan komponen laporan keuangan
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset
pada tanggal tertentu.

L.aporan Realisasi Anggaran (LRA);

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang
mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
pembiayaan dari suatu enfitas pelaporan yang masing-r
dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi
dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi s
akuntabilifas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap an
Laporan Operasional (LO);

L.O merupakan komponen laporan keuangan yang

mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan e

yang menggambarkan

kewajiban, dan ekuitas

menyediakan informasi

surplus/defisit LRA dan
nasing diperbandingkan
para penggzuna laporan
umber daya ekonomi,
ggaran.

menyediakan informasi

ntitas pelaporan yang

tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surpfu§ldeﬁsit operasional dari
suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatén operasional, LO juga
melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non opjerasionai dan pos luar
biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi jutama entitas.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); |
LPE merupakan komponen laporan keuangan yanb menyajikan sekurang-
kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO padé periode bersangkutan,
koreksi-koreksi yang langsung menambah/menguranggi ekuitas, dan ekuitas
akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
CalK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi: penjelasan,

daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos vang
disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE Termasuk pula dalam
CalLK adalah penyajian informasi yang diharuskan da}l dianjurkan oleh SAP
serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperiukan untuk penyajian
wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-

komitmen lainnya.
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Keterbatasan Laporan Keuangan
Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas
informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan

keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau
peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam Iaporan keuangan Hal ini
berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter bisa J§d| berbeda _dengan nilai
kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karen;':z pemakaian atau pun
pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai jaset dibandingkan pada
periode sebelumnya.

2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaajt bagi pihak pengguna.
Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihfjak tertentu tidak dapat
secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuajmgan.

Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dangtaksiran.
Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.

5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastianj, yang artinya apabila
terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengejnai penilaian suatu pos,
maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bérsih atau nilai aset yang
paling kecil.

6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga
menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi antar instansi

pemerintah pusat.
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BAB ill
JURNAL TRANSAKS! AKRUAL

Jurnal Transaksi Periode Berjalan

Transaksi berjalan berupa penerimaan dan pengeiuaran diproses dengan cara
membuat jurnal korolari atas transaksi tertentu (pendapatan dan belanja) dalam
jurnal akrual. Dengan demikian akan terbentuk buku besgr kas dan buku besar
akrual pada saat dilakukan proses posting. Jurnal yang dibujat pada buku besar kas
maupun buku besar akrual tersebut antara lain pada saat pejndapa‘ian di.setor ke kas
negara, pada saat terjadi pengeluaran belanja Negéra, maupun transaksi
pengembalian pendapatan atau pengembalian belanja.

Jurnal Transaksi Periode Berjalan yang biasa terjadi pada satuan kerja di
lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang antara
lain:

1. Jurnal Transaksi Uang Persediaan;

2. Jurnal Transaksi Perolehan, Pengembalian dan Pemakaian Barang Persediaan;

3. Jurnal Transaksi Perolehan Aset Tetap dan Pengembalian Belanja Modal;

4, Jurnal Transaksi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

5. Jurnal Transaksi Belanja dan Pengembalian Belanja Selain Persediaan.
Pencatatan berdasarkan transaksi periode berjalan yang terjadi, dibedakan

atas:

1. Jurnal Transaksi Uang Persediaan
a. Transaksi Penyediaan Uang Persediaan
Transaksi Uang persediaan ditandai dengan adanya permintaan Uang
Persediaan kepada BUN melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Non
Anggaran, dan diterbitkan Surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh KPPN.
Pada saat terbit SP2D dicatat sebagai berikut:

Debet (D)/ .
Kredit (K) Uraian
D Kas di Bendahara Pengeluaran
K Uang Muka KPPN ;
Digunakan untuk mencatat terjadinya permintaan Uang Muka Persedijaan

b. Transaksi Penggantian Uang Persediaan
Transaksi Penggantian uang persediaan hanya  mencatat
pengeluarannya saja, tidak mencatat mutasi uang persediaan yang ada.
Sehingga akan dibuat jurnal sebagai berikut:
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Debet (D) Uraian
/Kredit (K)
D Beban Pegawai
BebanXXX
Aset Tetap yang Belum Diregister
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Lain-lain
K Ditagihkan ke entitas Lain

Digunakan untuk mencatat terjadinya permintaan Uang Persediaan

C.

Transaksi Pengembalian Uang Persediaan

Transaksi Pengembalian Uang Persediaan terja;di apabila Satuan Kerja

mengajukan SPM Ganti Uang (GU) Nihil atau menfzetor kembali sisa Uang

Persediaan ke Kas Negara. Atas transaksi ini akan mengurangi jumlah kas

yang ada di Bendahara Pengeluaran,

Debet (D) / Uraian
Kredit (K)

D Uang Muka KPPN

K Kas di Bendahara Pengeluaran

2. Jurnal Transaksi Perolehan, Pengembalian dan Pemakaian Barang Persediaan

Sesuai dengan kebijakan Akunfansi, persediaan

dicatat menggunakan

motode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dglakukan sétiap terjadi

transaksi yang mempengaruhi persediaan, (peroiehaﬁ maupun pemakaian).
Sehingga pada saat pembelian persediaan dicatat sébagai persediaan, dan

pada saat digunakan dicatat sebagai beban pérsediaan. Persediaan

diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

@

L]

Persediaan Bahan untuk Operasional

Persediaan Bahan uniuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat

Persediaan Bahan uniuk proses produksi

Persediaan Bahan Lainnya

Mencatat Perolehan Barang Persediaan jika langsung dibayar

a.1. Menjurnal pembayaran pembelian persediaan

SPM/SP2D dan memasukkan ke aplikasi SAIBA.

dengan diterbitkannya

Debet (D)/ .

Kredit (K) Uraian
D Persediaan yang Belum Diregister
K Ditagibkan ke entitas Lain

Digunakan untuk mencatat fransaksi perolehan belanja bahan/jasa
lainnya/pemeliharaan/perjalanan dinas setelah terbitnya SPM/SP2D akan

tetapi belum diregister (belum dilakukan rekonsiliasi ¢
BMN)

fengan aplikasi SIMAK-
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a.2. Jurnal setelah dilakukan perekaman Persediaan melalui aplikasi
SIMAK-BMN dan dikirimkan datanya ke Aplikasi SAIBA |

Debet (D) / Uraian
Kredit (K)

D Persediaan

K Persediaan yang Belum Diregister

Digunakan untuk mencatat {ransaksi perolehan belanja bahan/jasa
lainnya/pemeliharaan/perjalanan  dinas  setelah  dilakukan:  diregister
(pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) ke aplikasi SAIBA dari SIMAK-BMN)

b. Mencatat Perolehan Barang Persediaan tidak disertaji pembayarén

b.1. Menjurnal pembelian persediaan (Jurnal F’en&esuaian)

Debet (D) / .
Kredit((K)) Uraian
D Belanja Bahan/Jasa Lainnya/Pemelinaraan/Perjalanan Dinas
K Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat fransaksi perolehan persediaan apabila tidak
dilakukan pembayaran secara langsung

b.2. Menjurnal pembayaran pembelian persediaan dengan
diterbitkannya SPM/SP2D dan memasukkan keaplikasi SAIBA
1} Menjurnal balik transaksi perolehan persediaan yang tidak

disertai pembayaran

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian

K Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

D Belanja Bahan/Jasa Lainnya/Pemeliharaan/Perjalanan Dinas
Menjurnal  balik transaksi perolehan belanja bahan/jasa lainnya/
pemeliharaan/perjalanan dinas yang belum dibayar

2) Menjurmnal pembayaran pembelian persediaan dengan
diterbitkannya SPM/SP2D dan memasukkan ke aplikasi SAIBA

Debet (D)} /

Kredit (K) Uraian
D Persediaan yang Belum Diregister
K Ditagihkan ke Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat lransaksi perofehan belanja @ bahan/jasa
lainnya/pemeliharaan/perjalanan dinas baik setelah terbitnya SPM/SP2D

akan tetapi belum diregister (belum dilakukan rekonsiliasi dengan aplikasi
SIMAK-BMN)

3) Jurnal setelah dilakukan perekaman Persediaan melalui
aplikasi SIMAK-BMN dan dikirimkan datanya ke Aplikasi SAIBA

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Persediaan
K Persediaan yang Belum Diregister

Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan belanja bahan/jasa lainnya/
pemeliharaan/perfalanan dinas setelah dilakukan diregister (pengiriman ADK
ke aplikasi SAIBA dari SIMAK-BMN) :
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c. Jurnal Pengembalian Persediaan
c.1. Pengembalian Tahun Berjalan (Surat Setoran Pengembalian

Belanja/SSPB)
Debet (D) .
IKredit (K) Uraian
D Ditagihkan Ke Entitas Lain
K Beban Persediaan

Digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian belanja tahun berjalan

c.2. Pengembalian Tahun Yang Lalu (Surat Setoran Bukan Pajak/SSBP)
Debet (D)

IKredit (K) Uraian
D Ditagihkan Ke Entitas Lain
K Pendapatan PNBP Lainnya

Digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian belanja tahun yang lalu

d. Jurnal Pemakaian Persediaan

Debet (D) Uraian
Kredit (K)

D Beban Persediaan

K Persediaan

Digunakan untuk mencatat pemakaian persediaan pada tahun berjalan (hal
ini dilakukan pada aplikasi Persediaan, sehingga SAIBA tinggal melakukan
rekonsiliasi internal)

3. Jurnal Perolehan Aset Tetap dan Pengembaiian Belanja Modal

a. Mencatat Perolehan Aset Tetap jika langsung dibayar

a.1. Menjurnal pembayaran pembelian aset dengan diterbitkannya
SPM/SP2D dan memasukkan keaplikasi SAIBA

Debet (D} .

IKredit (K) Uraian
D Aset Tetap yang Belum Diregister
K Ditagihkan ke Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik setelah
terbitnya SPM/SP2D akan tetapi belum diregister (belum dilakukan
rekonsiliasi dengan aplikasi SIMAK-BMN)

a.2. Jurnal setelah dilakukan perekaman Aset Tetap melalui aplikasi
SIMAK-BMN dan dikirimkan datanya ke Aplikasi SAIBA

Debet (D) .
IKredit (K) Uraian
D Aset Tetap
K Aset Tetap yang Belum Diregister

Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap seteléh dilakukan
diregister (pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) ke aplikasi SAIBA dari

SIMAK-BMN)
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b. Mencatat Perolehan Aset Tetap tidak disertai pembayaran
b.1. Menjurnal Berita Acara Serah Terima (BAST)/Perolehan (Jurnal

Penyesuaian)
Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Belanja Modal xxxx
K Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang
berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST yang belum dilakukan
verifikasi belum disertai pembayaran

b.2. Mencatat Perolehan Aset Tetap saat keluarn?aSPMISPZD
1)  Menjurnal balik transaksi perolehan aset yang tidak disertai

pembayaran
Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
K Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar
D Belanja Modal xxxx

Menjurnal balik transaksi perolehan aktiva tetap yang belum dibayar

2) Menjurnal pembayaran pembelian aset denganditerbitkannya
SPM/SP2D dan memasukkan keaplikasi SAIBA

Debet (D} / Uraian
Kredit (K)
D Aset Telap yang Belum Diregister
K Ditagihkan ke Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat fransaksi perolehan Aset Tefap baik setelah
terbitnya SPM/SP2D akan fetapi belum dfreglster (belum dilakukan
rekonsiliasi dengan aplikasi SIMAK-BMN}) !

3)  Jumnal setelah dilakukan perekaman Aset Tetapmelalui aplikasi
SIMAK-BMN dan dikirimkan datanya ke Aplikasi SAIBA

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Aset Tetap
K Aset Tetap yang Belum Diregister

Digunakan untuk mencatat transaksi perofehan Aset Tetap setfelah dilakukan
diregister {pengiriman ADK ke aplikasi SAIBA dari SIMAK-BMN)

. Jurnal Pengembalian Belanja Modal (SSBP) Perelgjaman SSBP dilakukan
oleh Aplikasi SAIBA danSIMAK-BMN dan lakukan rekonsiliasi internal ulang

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Ditagihkan Ke Entitas Lain
K Aset Tetap yang Belum Diregister

Digunakan untuk mencatat fransaksi pengembalian befanja modal
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4. Jurnal Transaksi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan
a. Jurnal mencatat Pendapatan kas secara langsung

a.1. Jumnal Pendapatan apabila kas diterima langsung dengan
diterbitkannya SSBP '

1) Kas langsung disetor ke kas Negara dan SSBP dimasukkan ke

aplikasi
Debet (D} / .
K:'edit((K)) Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan .....................
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan PNBP
lainnya/ Hibah, tanpa didahului adanya Piutang.

2) Kas belum disetor ke kas Negara
a) Jurnal saat kas berada ditangan bendahara penerimaan
(Jurnal Penyesuaian)

Debet (D) / .
Kredit((#z) Uraian
D Kas Dibendahara Penerimaan
K Pendapatan .....................
Digunakan unfuk mencatat fterjadinya penerimaan kas dari Pendapatan
PNBP/ Hibah, kas belum disetor ke kas negara

b) Jurnal balik sesuai di nominal dan SSBP dimasukkan ke

aplikasi
Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Pendapatan.....................
K Kas Dibendahara Penerimaan

Digunakan untuk mencatat jurnal balik saat terjadinya penetimaan kas dari
Pendapatan PNBP lainnya/ Hibah, kas belum disetor ke kas negara

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan ....................

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan
PNBPF/ Hibah, tanpa didahului adanya Piutang.

b. Jurnal mencatat belum diterima Pendapatan secara kas
b.1. Jurnal saat belum diterima pendapatan/penerimaan secara kas

(Jurnal Penyesuaian)

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Piutang Pendapatan
K Pendapatan
Digunakan unfuk mencatat terjadinya Piutang dan Pendapatan baik PNBFP
dan Hibah.
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b.2. Jurnal saat kas diterima atas piutang

1)

Jurnal balik sesuai di nominal dan
aplikasi SAIBA

SSBP dimasukkan ke

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian

D Pendapatan

K Piutang Pendapatan ;
Digunakan untuk mencatat teradinya penerimaan kas atas piutang
pendapatan '

2) Jika kas disetor ke kas Negara dan SSBP dimfasukkan ke
aplikasi SAIBA

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian

D Diterima dari Entitas Lain

K Pendapatan .....................

Digunakan untuk mencatat terfadinya penerimaan

PNBF/ Hibah, tanpa didahului adanya Piutang.

kas dari Pendapatan

3) Jika kas belum disetor ke kas Negara
° Jurnal saat kas berada ditangan bendahara penerimaan
(Jurnal Penyesuaian)
Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Kas Dibendahara Penerimaan
K Pendapatan .....................

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan

PNBPFP/ Hibah, kas belum disetor ke kas negara

kas dan F’endapafan

° Jurnal jika kas disetor ke kas negara dan SSBP

dimasukkan ke aplikasi SAIBA

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian
D Pendapatan .....................
K Kas Dibendahara Penerimaan

Digunakan untuk mencatat jurnal baftk saat terjadinya penerimaan kas dari
Pendapatan PNBFP/ Hibah, kas belum disefor ke kas negara

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan .....................

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan

PNBPF/ Hibah, tanpa didahului adanya Piutang.

kas dari Pendapatan

jdih.lkpp.go.id



-21-

c. Jurnal Pengembalian Pendapatan

c.1. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

Debet (D) Uraian
Kredit (K)

D Pendapatan

K Diterima dari Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan

c.2. Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya

Debet (D) / Uraian
Kredit (K)

D Pendapatan

K Diterima dari Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat pengembalian tahun anggaran sebelumnya

5. Jurnal Transaksi Belanja dan Pengembalian Belanja Selain Barang Persediaan
Transaksi Belanja Operasional ditandai dengan adanya SPM dan SP2D.
Terhadap dokumen sumber tersebut satuan kerja cukup merekam satu kali saja
dan setelah dilakukan validasi dan posting transaksi penjurnalan kedalam buku
besar maka secara umum akan terbentuk jurnal sebagai berikut:
a. Jurnal pembayaran belanja selain barang persediaan dengan
diterbitkannya SPM/SP2D dan memasukkan keaplikasi SAIBA

- Belanja Pegawai

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Beban Pegawai
K Ditagihkan ke Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran secara langsung

— Belanja Lain-lain

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Beban Lain-lain
K Ditagihkan ke Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran secara langsung

b.  Jurnal belanja selain barang persediaan tidak disertai pembayaran
b.1. Menjurnal belanja selain barang persediaan (Jurnal Penyesuaian)

-~ Belanja Pegawai

Debet (D) /

Kredit (K)
D Belanja Pegawai
K Belanja Pegawai Yang Masih Harus dibayar

Digunakan untuk mencatat transaksi belanja pegawai yang belum dibayar

Uraian
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—  Belanja Lain-lain

Debet (D) / Uraian
Kredit (K)

D Belanja Lain-lain

K Utang Yang Masih Harus dibayar

Digunakan untuk mencatat transaksi belanja lain-lain yang belum Gibayar

b.2. Jurnal diterbitkannya SPM/SP2D dan memasjukkan keapliikasi SAIBA
1)  Menjurnal balik transaksi belanja selain barang . persediaan

yang tidak disertai pembayaran

- Belanja Pegawai

Debet (D) / Uraian

Kredit (K)
D Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
K Belanja Pegawai

Digunakan untuk mencatat jurnal balik atas transaksi befanja pégawai yang

belum dibayar

- Belanja Lain-lain

Debet (D) / .

Kredit (K) Uraian
D Utang Yang Masih Harus dibayar
K Belanja Lain-lain

Digunakan untuk mencatat jurnal balik atas fransaks
belum dibayar

i belanja Iafn-lain yang

2) Menjurnal pembayaran belanja sela

n barang persediaan

dengan diterbitkannya SPM/SP2D dan memasukkan ke aplikasi

SAIBA

—  Belanja Pegawai

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian
D Beban Pegawai
K Difagihkan ke Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran secara langsung

—  Belanja Lain-lain

Debet (D)} /

Kredit (K) Uraian
D Beban Lain-lain
K Ditagihkan ke Entitas Lain

Digunakan unfuk mencatat transaksi pembayaran secs

qra langsung
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¢. Jurnal pengembalian belanja selain barang persediaan
c.1. Pengembalian Tahun Berjalan (SSPB)
- Belanja Pegawai
Debet (D) .
IKredit (K) Uraian
D Ditagihkan ke Entitas Lain
K Beban Pegawai

Digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian belanja barang

- Belanja Lain-lain

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian
D Ditagihkan ke Entitas Lain
K Beban Lain-lain

Digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian belanja barang lain-lain

¢.2. Pengembalian Tahun Yang Lalu (SSBP)

Debet (D) Uraian
Kredit (K)

D Ditagihkan ke Entitas Lain

K Pendapatan PNBP Lainnya

Digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian belanja tahun yang lalu

Jurnal Reklasifikasi Neraca
Neraca yang disajikan pada tanggal pelaporan mencerr
aset yang dimiliki, dan jangka waktu jatuh tempo kewa
reklasifikasi dalam pos-pos Aset dan Kewajiban. Berikut
reklasifikasi akun-akun neraca.

b.1. Reklasifikasi

ninkan tingkat likuiditas

iban maka diperiukan

beberapa pembahasan

Aset non lancar yang kemungkinan dapat dicairkan dalam. masa satu

periode pelaporan perlu dilakukan reklasifikasi kedalam pagian lancar aset non-

lancar agar mencerminkan tingkat likuiditasnya. Term%asuk dalam akun yang
memeriukan reklasifikasi ini misainya Tagihan Penju_jaian Angsuran (TPA),
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/T GR). Dalam hal terdapat

akun yang direklasifikasi maka dilakukan dengan mende
dan mengkredit akunaset non lancar. Jurnal yang
berikut:

1) Tagihan Penjualan Angsuran

2bet akun bagian lancar
dibuat adalah sebagai

Debet (D) / .

Kredit (K) Uraian
D Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
K Tagihan Penjualan Angsuran

Untuk mencataf reklasifikasi aset Tagihan Penjualan A

ngsuran
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) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian

D Bagian Lancar TP/TGR

K Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Untuk mencatat reklafifikasi aset Tuntutan Perben
Rugi

Qfaharaan/T untutan Ganti

Termasuk pos kewajiban apabila terdapat kewa}ibjan jangka panjang yang

harusnya dilunasi dalam masa satu periode pelaporan jdifakukan reklasifikasi ke

dalam bagian lancar Utang Jangka Panjang. Termésuk dalam akun yang

memeriukan reklasifikasi ini misalnya Utang Luar Negéj:ri, Utang Dalam Negeri,

dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Karena Utang }éngka panjang tersebut

hanya dikelola oleh Bendahara Umum Negara, maka pada satuan kerja pada

umumnya tidak terdapat reklasifikasi pos kewajiban ini.

J

urnal Aset

Pada proses pencatatan BMN terdapat beberapa jenis transaksi yang

berkaitan dengan aset tetap yaitu:

1.
2.

bagian jurnal reklasifikasi neraca dalam aplikasi SAIBA:

1

3
4
5
6.
7
8
9
1

Saldo awal;
Pembelian, atau pengadaan aset;

Penyelesaian KDP;
Transfer Keluar;

Transfer Masuk;
Penghentian Aset;
Penggunaan kembali Aset;
. Hibah Masuk;

0. Hibah Keluar;

Perolehan/Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

Berikut transaksi-transaksi yang terjadi dalam jurnal aset yang termasuk

)} Saldo Awal

Saldo Awal Aset yang belum dimasukkan dalam neraca sebelumnya

harus dimasukkan ke neraca. Hal ini dimungkinkan terjadi atas aset yang

sebetulnya sudah dimiliki entitas pada periode sebelumnya namun tidak

disajikan di neraca. Bila diketahui adanya aset tersebut pada periode

berjalan akan dicatat sebagai bagian dari safg:io awal, namun tidak

dilakukan penyajian ulang atas neraca sebeiuﬁ’mya. Oleh. karena itu
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koreksi. Pencatatan aset tersebut akan menamt

berjalan. Dengan demikian pencatatannya adaiah
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kui sebagai bagian dari
ah ekuitas pada periode
sebagai berikut:

Debet (D) /
Kredit (K)

Uraian

D

Aset Tetap

K

Koreksi Saldo Awal

Untuk mencatat Saldo Awal Aset

2} Pembelian Atau Pengadaan Aset Tetap

Pembelian aset tetap yang sudah dicat

at dalam SIMAK BMN

(diregistrasifproses rekon internal) dan merupakan aset intrakomtabel

maka dalam SAIBA akan dicatat sebagai berikut:

Debet (D) /
Kredit (K)

Uraian

D

Aset Tetap

K

Aset Tetap Yang Belum Diregister

Untuk mencatat Pembelian Aset Tetap dalam proses

rekonsiliasi internal

Pembelian aset tetap yang sudah dicatat dalam SIMAK BMN

(diregistrasi) dan merupakan aset ekstra komtabel, maka dalam SAIBA

akan dicatat sebagai berikut:

Debet (D) /
Kredit (K)

Uraian

D

Beban Operasional Lainnya (belanja modal tidak dikapitalisasi)

K

Aset Tefap Yang Belum Diregister

Untuk mencatat Pembelian Aset Tetap yang menjadi barang

3) Perolehan/Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam

Pengerjaan (KDP) jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa

yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya

perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih

dalam proses pengerjaan. Pengadaan aset tetap yang melalui proses
pembangunan (KDP) dan tercatat dalam kartu KDP maka dalam SAIBA
akan dicatat sebagai berikut:

Debet (D)
/Kredit (K)

Uraian

B

Konstruksi dalam pengerjaan

K

Aset Tetap Yang Belum Diregister

Untuk mencatat Perolehan/pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan
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4) Penyelesaian KDP

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang
bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,
dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut
dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan fujuan
perolehannya. Apabila aset tetap yang diperoleh métaiui proses
pembangunan (KDP) dan telah selesai pembangunannya dan telah
tercatat dalam kartu KDP maka dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Debet (D) / Uraian
Kredit (K)
D Aset Tetap
K Konstruksi Dalam Pengerjaan :
Untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah menjadi aset

5) Transfer Keluar
Transfer keluar ini adalah pengiriman ke entitas lain. yang masih

dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi. Baik pada tihgkat bawah
(antar satker dalam satu K/L) atau tingkat atas (antar satker dan antar

K/L). Tansaksi ini dicatat dengan mengurangi aset dan mendebet akun
transfer keluar. Akun transfer keluar ini merubakan akun pengurang

ekuitas pada periode berjalan. Transfer keluar ini Hicatat sebagat berikut:

Debet (D) / .
Kredit((?z) Uraian
D Transfer Keluar
D Akumulasi Penyusutan
K Aset Tetap
Untuk mencatat transfer keluar dalam satu periode Akuntansi

6) Transfer Masuk
Transfer masuk ini adalah penerimaan dari entitas fain yang masih

dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi. Baik pada tingkat bawah
(antar satker dalam satu K/L) atau tingkat atas (antar satker dan antar
K/L). Transaksi ini dicatat dengan menambah aset dan mengkredit akun
transfer masuk. Akun transfer masuk ini merupakan akun penambah

ekuitas pada periode berjalan. Transfer masukini dicatat sebagai berikut:

Debet (D} / .
Kredit (K) Uraian
D Aset Tetap
K Akumulasi Penyusutan
K Transfer Masuk
Untuk mencatat transfer masuk dalam satu periode Akuntansi




-27-

Transaksi transfer keluar dan transfer masuk m?erupakan transaksi antar
entitas yang akan disajikan dalam laporan perubéhan ekuitas:

7) Penghentian Aset tetap

Suatu aset dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap, sehingga aset tersebut dipindahkan ke pos
aset lainnya sesuai nilai tercatatnya, vyaitu nilai perofehén dan nilai
akumulasi penyusutan aset. Sehingga pada séat penghentian dijurnal
sebagai berikut:

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian
D Aset Lainnya
D Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap
K Aset Tetap
K Akumuiasi penyusutan - Aset Lainnya

Untuk mencatat penghentian asef tetap

8) Penggunaan kembali Aset
Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
digunakan kembali baik dengan biaya tambaha
tambahan maka aset tersebut dikembalikan da
Tetap sebelumnya. Bila terdapat biaya tambahan
biaya pemindahan fisik aset agar terpasang de

Apabila Aset tersebut

n maupun tanpa biaya

i aset lainnya ke Aset

semacam overhaul atau

ngan baik, :maka biaya

yang dikeluarkan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset.
Debet (D) Uraian
fKredit (K)

D Aset Tetap

D Akumulasi Penyusutan - Aset Lainnya

K Aset Lainnya

K Akumulasi penyusutan - Aset Tetap

Unluk mencatat pengggunaan kembali aset tetap

9) Hibah Masuk

Sumbangan aset

persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, mi

pemerintah memberikan bangunan yang dimilikiny

satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun.

tersebut akan sangat andal bila didukung den

tetap didefinisikan sebagai

transfer tanpa
salnya perusahaan non
a untuk digunakan oleh
Penyerahaﬁ aset {etap

gan bukti perpindahan

kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Apabila
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perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka

perolehan tersebut diakui sebagai pendapatgan operasibnaf. Sesuai
peraturan yang berlaku pendapatan hibah diakuf oleh BUN :dalam hal ini
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), sehingga satuan kerja
yang menerima barang melakukan pengesahan sesuai mekanisme yang
ditetapkan. Setelah dilakukan pengesahan perolehan aset tetap dari
pemberian hibah pihak ketiga dicatat sebagai berikut;

Debet (D)} / Uraian
Kredit (K)
D Aset
K Pengesahan Hibah Langsung
Untuk mencatat penerimaan hibah

Mekanisme penerimaan dan pencatatan hibah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan yang mengatur mengenai hibah.

10) Hibah Keluar

Aset Pemerintah yang diserahkan secara sukarela kepada

pemerintah daerah/BUMD atau masyarakat tanjpa adanya;kompensasi
yang diterima dicatat sebagai pengeluaran hibah (beban hib:ah). Dengan
demikian pencatatannya sebagai berikut:

| Debet (D .
lKredit((K)) Uralan
D Beban Hibah
D Akumulasi Penyusutan
K Aset
Untuk mencatat pengggunaan kembali aset tetap

Mekanisme penyerahan dan pencatatan hibah keluar dilaksanakan

sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai hibah.

Jurnal Standar Penyesuaian

Jurnal Standar Penyesuaian digunakan pada saat e;khir periode pelaporan
keuangan untuk menyesuaikan pos-pos dalam laporan kebangan. Jufnai Standar
Penyesuaian dilakukan oleh satuan kerja. Dengan penyesuaian pendapatan dapat
disajikan sesuai dengan nilai pendapatan yang sesungguhnya yaitu semua hak yang
sudah diterima maupun belum diterima, tidak sebatas kas yang diterima saja.
Demikian pula beban, yang merupakan kewajiban atau pengorbanan fyang terjadi
pada periode Akuntansi tersebut. Penyesuaian merupakan sarana memutakhirkam

data dalam Akuntansi berbasis akrual. Penyesuaian dllakukan untuk menyesualkan
akun-akun pendapatan dan beban akrual, sehingga Eaporan yang akan disgjikan
memenuhi konsep periodesitas dan bahkan dapat memenuhi prinsip matchmg cost
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againts revenue, walaupun dalam pemerintahan tidak terlalu ditonjolkan.

Penyesuaian dilakukan antara lain untuk:

@ N O ok W N

11
12.
13.
14.

dalam aplikasi SAIBA:

1)

2}

Pendapatan Diterima Dimuka;
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima/Piutang PNBP;
Belanja Dibayar Di Muka;

Belanja Yang Masih Harus Dibayar;

Penyisihan Piutang Tak Tertagih;

Penghapusan Piutang;

Penyusutan Dan Amortisasi;

Kas Di Bendahara Penerimaan,;

Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran;
Persediaan;

Koreksi Antar Beban;

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Direalisasi;
Beban Selisih Kurs yang Belum Direalisasi;
Pembentukan Piutang Jangka Panjang;

Berikuf beberapa transaksi-transaksi yang terjadi dalam jurnal penyesuaian

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka adalah pendq

pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekej

patan pajak dan/atau

ning kas Negara tetapi

belum menjadi hak pemeriniah sepenuhnya karena mjasih melekat kewajiban

pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudjian hari kepada pihak

ketiga. Pendapatan ini dapat berupa pendapatan PN%

pendapatan sewa yang melebihi tanggal pelaporan.

BP, pendapatan sewa,

Debet (D) / .
Kredit (K) Uratan
D Pendapatan
K Pendapatan Diterima di Muka

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima

akhir periode pelaporan.

menyesuaikan jumlah Pendapatan yang belum menjadi hak sampai dengan

di Muka dan untuk

Pendapatan yang masih harus diterima/Piutang PNBP

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan pajak

dan/atau bukan pajak yang seharusnya sudah dibayiarkan oleh E\mrajib bayar

namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas negara.

Pendapatan ini belum dicatat sebagai pendapatan me

Snurut basié kas, tetapi
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sudah dapat diakui sebagai pendapatan akrual dalam laporan operasional dan
harus disajikan di neraca sebagai piutang. Dokumen yang dapét digunakan
dalam pengakuan pendapatan ini seperti surat keputusan pembebanan, surat
ketetapan pajak, dan lain-iain. Jika terdapat dokumen seperti dz atas dan
diketahui nilainya maka dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Debet (D) .
IKredit (K) Uraian
D Piutang Pendapatan
K Pendapatan PNBP

Untuk mencatat PNBP yang belum dibayar oleh Wajib bayar

Belanja Dibayar di Muka |

Belanja dibayar dimuka adalah pengeluaran belajnja pada tahun berjalan
tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjaiarju, sehingga pada tahun
berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibejat pembayaran tersebut.
Untuk mengidentifikasi belanja dibayar dimuka p%arfu melihat dokumen
pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrai( atau waktu pelayanan
jasa yang akan diberikan khususnya jasa. Seperti jasa sewa, donﬁain websife
dan kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi pemerintah sebagai pemberi
kerja. Jika masa pelayanan penyedia melebihi atau melewati tahun anggaran
maka dilakukan koreksi terhadap beban pada laporan operasional dan disajikan
pada pos belanja dibayar dimuka pada neraca.

Debet (D) :
IKredit (K) Uraian
D Beban Dibayar di Muka (prepaid)
K Beban

Digunakan untuk mencatat Beban Dibayar di Muka dan untuk menyesuaikan
jumiah Beban yang belum menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode
pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan beban dalam
pencatatan Beban Dibayar di Muka. :

Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang masih harus dibayar adalah tagihan pihak _ketiga atau
kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tangga! pelaporan
keuangan belum dapat dibayarkan. Tagihan pihak ketiga belum dapat
dibayarkan bisa saja disebabkan dana yang tersedia pada tahun berjalan tidak

mencukupi, atau belum dibayarkan karena alasan lain, sehingga harus

menunggu  anggaran tahun berikutnya. Kewajiban_} yang belum dapat
dibayarkan adalah kewajiban pemerintah kepada peg{awai atau péhak ketiga

yang pada tahun berjalan belum dibayarkan karena belum diajukan

pembayarannya atau dana yang tersedia tidak mencukupi.
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Belanja yang masih harus dibayar dikelompokkan sebagai berikut:

Belanja Pegawai yang masih harus dibayar
Barang yang masih harus dibayar

Belanja Modal yang masih harus dibayar

Belanja Bunga yang masih harus dibayar

Belanja Subsidi yang masih harus dibayar
Belanja Hibah yang masih harus dibayar

Belanja Bantuan Sosial yang masih harus dibayar

T @ ™ e o0 0 T

Belanja lain-lain yang masih harus dibayar.

Belanja yang masih harus dibayar tersebut di atas harus diidentifikasi

pada akhir tahun oleh Pejabat Pembuat Komitmen unjtuk memastikan bahwa

terdapat belanja yang belum dibayar sampai dengan% akhir tahun anggaran,

berdasarkan bukti-bukti yang ada dan bukan perkiraén/estimasi,?seperti: SK
Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan, daftar hadir, tagihan dari penyedia
barangfjasa, BAST dan lain sebagainya. Selanjuinya dibuatkan daftar untuk
diserahkan kepada petugas/bagian akuntansi Sistem Akuntansi Instansi (SAl)

untuk dibuat rekapitulasi dan memo jurnal penyesuaian.

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi belanja yang masih harus dibayar:

— Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian

D Beban Pegawai

K Belanja Pegawai yang masih harus dibayar

Untuk mencatat beban yang masih harus dibayar periode berikutnya

— Belanja Pemeliharaan Yang Masih Harus Dibayar

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian

D Beban Pemeliharaan

K Belanja Barang yang masih harus dibayar

Untuk mencatat beban yang masih harus dibayar periode berikutnya

- Belanja Jasa Yang Masih Harus Dibayar

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian

D Beban Jasa

K Belanja Barang yang masih harus dibayar

Untuk mencatat beban yang masih harus dibayar periode benkutnya
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~ Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar

Khusus untuk belanja modal yang masih  harus dibayar tidak
mempengaruhi  beban laporan operasional, tetapi bersamaeﬁn dengan
pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset
yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat asét yang sudah diperoleh

yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban. Pada saat pembayaran belanja
yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukaﬁn penyesuaian dengan
cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayajr dan mengkredit akun
beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaiafn tidak dapé‘t dilakukan
pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir t.ahun untuk

menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak terfagih dilakukan dalam rangka penyajian nilai
bersih yang dapat direalisasi (net realizable valug). Penyisihan piutang
dilakukan dengan cara mengestimasi berapa peﬁyisihan piutang vyang
diestimasi dalam rangka penyajian wajar tersebui, sehingga pada penerapan
pertama kali diakui sebagai beban penyisihan tak tertagih. Dan dibuat jurnal
sebagai berikut:

Debet (D} /

Kredit (K) Uraian

D Beban penyisihan piutang tak terfagih

K Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih

Penghapusan Piutang
Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan

bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang di;naksud. Sécara umum
penghentian pengakuan piutang dengan cara membayajr funai (peluhasan) afau
melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut seleséi/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunas?an juga dikenal dengan
dua cara vyaitu: penghapustagihan (wrife-off) dan pénghapusbukuan {write
down). Prosedur hapus tagih piutang negara harus dirar}cang sebagai prosedur
yang taat hukum, selaras dengan semangat pembanéunan perbendaharaan
yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, be%rbasis Good Corporate
Governance (GCG), dengan dokumen penghapusan yéang formal, transparan
dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerjntah. '

Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang
berkaitan dengan Akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus
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diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang merupakan proses
dan keputusan Akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dépertahankan
sesuai dengan nef realizable value-nya. '
a) Penghapusbukuan Piutang (wrife-off)

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi
penghapustagihan  piutang. Penghapusbuké;an piutang  dibuat
berdasarkan berita acara atau keputusan pejabajt yang beMenang untuk
menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau éerita Acara merupakan
dokumen yang sah untuk bukti Akuntansi penghaéusbukuan. :Berdasarkan
keputusan penghapusbukuan piutang sebagai dc?kumen surﬁber, piutang
tersebut dihapuskan dari pembukuan denéan membuat memo
penyesuaian. Jurnal untuk mencatat penghapusfaukuan piutang tersebut
adalah sebagai berikut: '

Debet (D) /
Kredit (K)
D Penyisihan Piutang Tak Tertagih

K Beban penyisihan piutang tak tertagih
Untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih

Uraian

b) Penghapustagihan Piutang

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh kareéna itu, apébila upaya
penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja kep%da debitur gagal, maka
satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkejnankan menghapuskan
piutangnya sendiri tetapi harus mengikuti keftentuan yang berlaku.
Misalnya, terhadap piutang PNBP yang tidaj:k dapat ditagih oleh
instansi/satuan kerja Kementerian Negara/Lembéga Pemerintah Pusat,
penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL). '

Penyusutan dan Amortisasi
Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai, suatu aset tetap yang

dapat disusutkan selama masa manfaat aset ygngbersangkutan. Nilai
penyusutan untuk masing-masing periode diakui sejbagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban pejnyusutan dalam laporan
operasional.

Amortisasi adalah pengurangan nilai tak berwujucf secara sistematis yang
dilakukan setiap periode Akuntansi dalamjangka waktu tertentu. Nilai amortisasi

masing-masing periode diakui sebagai beban amortisasi yang disajikan di
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laporan operasional dan mengurangi nilai buku aset tak berwujud pada neraca.

Sehingga pada waktu dilakukan penyusutan dibuat jurnal sebagai berikut;

a) Jurnal Standar Beban Penyusutan Aset Tetap

Debet (D) / Uraian
Kredit (K)
D Beban Penyusutan Aset Tetap
K Akumuiasi Penyusutan Aset Tetap
Digunakan untuk mencatat Beban Penyusutan dan Akumuiasi Penyusutan
Aset Tetap sesuai dengan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

b) Jurnal Standar Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Debet (D) / Uraian
Kredit (K)
D Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
K Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud .
Digunakan untuk mencatat Beban Amoriisasi dan Akumulasi Amortisasi Aset
Tak Berwujud sesuai dengan metode amortisasi yang telah ditetapkan.

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara penerimaan Satker yang masih

ada pada akhir periode

pelaporan mengindikasikan masih adanya penerimaan negara yang belum

disetor ke kas negara. Penerimaan tersebut belum
pendapatan LRA, tetapi harus diakui sebagai pend
operasional. Oleh karena itu periu dilakukan penyesuaia

dapat diakui sebagai
apatan dalam laporan
n sebagai b_erikut:

Pebet (D) /

Kredit (K) Uraian

D Kas di Bendahara Penerimaan

K Pendapatan PNBP

Untuk mencatat pendapatan yang masih ada di Bendahara Penerimaan

Bila pada periode berikutnya terdapat penyetorafz uang yang ada pada

bendahara penerimaan di atas pada saat tersebut juga
saldo kas di bendahara penerimaan. Misalnya sal

dilakukan penyesuaian
do kas di- bendahara

penerimaan per 31 Desember 2015 disetor ke kas negara pada tanggal 2

Januari 2016. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tan

sebagai berikut:

ggal penyetoran adalah

a) Jurnal balik atas pendapatan yang belum disetor ke kas negara

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian

D Pendapatan PNBP

K Kas di Bendahara Penerimaan

Untuk menyesuaikan kas yang disetor dari Bendahara

Penerimaan
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b) Jurnal atas pendapatan yang disetor ke kas Negara (SSBP)
Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan PNBP 5
Untuk mencatat pendapatan yang masih ada di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas lainnya di bendahara pengeluaran merupakan kas selain yang

berasal dari uang persediaan, dapat berupa bunga jasa

giro yang belum disetor

kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium

pegawal, atau pajak yang belum disetor.

Dalam hal tersebut harus disagjikan sesuai denge
yang mungkin akan dibuat adalah sebagai berikut:
a) Kas di bendahara pengeluaran merupakan bunga

disetor, sehingga jurnal penyesuaiannya:

an substansinya. Jurnal

jasa giro yang belum

Debet (D) /

Kredit (K) Uraian

D Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

K Pendapatan Jasa Giro

Untuk mencatat pendapatan yang masih ada di Bendahara Pengeluaran

Jika disetor ke kas negara maka akan dijurnal sebagai berikut:

— Jurnal balik saat disetor ke kas negara

Debet (D) / .
Kredit((K) Uraian
D Pendapatan Jasa Giro
K Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran ;
Untuk mencatat jurnal balik pendapatan yang masih ada di Bendahara
Pengeluaran

~  Jurnal balik saat disetor ke kas Negara dan terbitnya SSBP

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan Jasa Giro
Untuk mencatat pendapatan yang sudah disetor ke kas negara

b) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan

uang pihakéketiga yang

sudah dibelanjakan (dibebankan pada DIPA), tetapi beiumgdiserahkan

kepada yang berhak. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah sebagai

berikut:
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Debet (D) /
Kredit (K)
D Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
K Utang Kepada Pihak Ketiga
Untuk mencatat utang kepada pihak ketiga yang masih ada di Bendahara
Pengeluaran

Uraian

10) Persediaan
Sesuai dengan kebijakan Akuntansi beban persediaan hanya
diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk
persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada
masyarakat, dan belanja bantuan sosial. Untuk persediéan yang bérsifat umum
beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih

ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Seh:ngga waiaupun secara
fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebaga: saldo ‘persediaan.
Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname f isik nilainya lebih besar
dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai penguraing persediaan, dengan

demikian jurnal penyesuaiannya dibuat sebagai berikuf:

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Beban Persediaan
K Persediaan

Digunakan unfuk mencatat Beban Persediaan sebesar nilai persediaan yang
dikonsumsi selama periode Akuntansi. Jurnal ini d:gunakan untuk metode
periodik dalam penilaian persediaan. ‘

Untuk persediaan yang berasal dari belanja baé*ang untuk diserahkan
kepada masyarakat, dan belanja bantuan sosial pejr!u dibuat jurnal yang
berbeda, yaitu menggunakan akun pasangan bebjjan barang vang kan
diserahkan kepada masyarakat atau akun bebané bantuan sosial atas
penyesuaiansaldo persediaan akhir hasil opname fisik.

a) Persediaan yang diperoleh dari belanja barang grang akan diserahkan
kepada masyarakat. Bila terdapat selisih kurang ha%ii opname fisik dengan
catatan persediaan akhir yang yang diperoleh dan belanja barang vang
akan diserahkan kepada masyarakat, maka jurnal pényesuaian yang dibuat
adalah dengan menambah beban barang yang akjan diserahkan kepada
masyarakat dan mengurangi akun persediaan. éehingga dibuat jurnal

sebagai berikut:
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Debet (D) .
IKredit (K) Uraian
D Beban Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
K Persediaan
Untuk mencatat selisih kurang persediaan hasil opname fisik perseo’laan dari
belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

b) Persediaan yang diperoleh dari belanja bantuan qos;ai Bila berdasarkan

hasil

dibandingkan dengan catatatan terakhir yang yang
bantuan sosial dan pemakaiannya, maka jurnal pe
adalah dengan menambah beban bantuan sosial
persediaan, sehingga dibuat jurnal sebagai berikut:

inventarisasi

fisik persediaan ada selisih kurang 'persediaan

diperoleh dari belanja

snyesuaian yang dibuat

dan mengurangi akun

Debet (D) /
Kredit (K)

Uraian

D

Beban Bantuan sosial

K

Persediaan

Untuk mencatat selisih kurang persediaan hasil opnal
belanja bantuan sosial

me fisik persediaan dari

demikian, tidak merubah belanja awal pada LRA

yanan akun. Meskipun

Debet (D .
le'edit((K)) Uraian
D Beban XXX
K Beban XXX :
Untuk mencatat selisih kurang persediaan hasil opname fisik persediaan dari
belanja bantuan sosial

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Direalisasi
Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pela

poran jumliah unit mata

uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda.
Selisih kurs terjadi ketika terdapat perbedaan nilai tukar mata uang rupiah

dengan mata uang asing yang mempengaruhi nilai keke;yaan bersih. Transaksi

ini digunakan ketika satuan kerja menggunakan mata uajjng selain rupiah dalam

transaksinya, sehingga dalam Laporan Keuangannya dihjaruskan menggunakan

mata uang rupiah untuk penyajiannya. Pendapatan Séiisih kurs yang belum

direalisasi adalah perbedaan lebih antara kurs transaksi Bengan kurs pelaporan

POs-pos moneter.

Debet (D) / .
Kredit (K) Uraian
D Kas/Kas Lainnya/Piutang
K Pendapatan Selisih Kurs Yang belum Terealisasi

Untuk mencatat kesalahan dalam pembebanan belanja
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13) Beban Selisih Kurs yang Belum Direalisasi
Transaksi ini digunakan ketika satuan kerja menggunakan mata uang

selain rupiah dalam transaksinya, sehingga dalam Laporan Keuangannya
diharuskan menggunakan mata uang rupiah untuk penyajiannya. Pendapatan
selisih kurs yang belum direalisasi adalah Perbedaan kurang antara kurs
transaksi dengan kurs pelaporan pos-pos moneter. |

Debet (D) Uraian
IKredit (K)
D Beban Selisih Kurs Yang belum Terealisasi
K Belanja Yang Masih Harus Dibayar
Untuk mencatat kesalahan dalam pembebanan belanja

14) Pembentukan Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang jatuh temponya melebihi
satu periode akuntansi. Digunakan untuk mencatat: adanya pembentukan

piutang jangka panjang

Debet (D) /
Kredit (K)
D Kas/Kas Lainnya/Piutang
K Pendapatan Selisih Kurs Yang belum Terealisasi
Untuk mencatat kesalahan dalam pembebanan belanja

Uraian
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BAB IV
JURNAL AKUNTANS! AKRUAL

Pembayaran PNBP lainnya dari Wajib Bayar atas Manfaat yang Diperoleh

Wajib Bayar, Pembayaran Tunai melalui pemotongan SPM/SP2D

Pemotongan melalui SPM/SP2D meliputi:

Pada umumnya bisnis proses/SOP-nya sebagai berikut:

a.

PNBP lainnya

Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan
Pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu
Yang dibahas pada angka ini adalah potongan yang merupakan PNBP saja.

Pembayaran oleh Wajib Bayar dilakukan dengan pemotongan SPM/SP2D
bersangkutan.
Berdasarkan Potongan SPM/SP2D, dibuatkan SSBP-nya.

Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan
Pendapatan PNBP diakui pada saat SPM telah diterbitkan SP2D-nya
oleh KPPN.

2) Pengukuran
PNBP dicatat sebesar nilai rupiah yang tercantum dalam potongan
SPM/SP2D.

llustrasi Jurnal

1) Penerimaan PNBP melalui potongan SPM/SP2D
Jurnal Akrual:

Kode Uraian Akun Debet f Kredit
Akun

313300 Diterima dari Entitas Lain HKXX
423xxx | Pendapatan PNBP AXX

Jurnal Kas:

Kode Uraian Akun Debet : Kredit
Akun

2190¢¢ 1 Utang kepada KUN XXX _

423xxx | Pendapatan PNBP XXX
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2. Pendapatan pada saat ditetapkan PNBP terutang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.

melalui Perhitungan

Pada umumnya bisnis proses/SOP-nya sebagai berikut:

- Satker telah memiliki perjanjian/kontrak PNBP dengan pihak ketiga.

- Dalam perjanjian disebutkan bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan

kemajuan pekerjaan (jasa) yang telah diselesaikan/diserahkan.

- Pada akhir tahun pekerjaan belum selesai 100%, namun sebagian telah

diselesaikan.

- Dilakukan perhitungan bagian dari pekerjaan (jasa) yang telah selesai

dikerjakan. Perhitungan dituangkan dalam suatu dokumen yang andal.

a. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

Pendapatan PNBP diakui pada akhir tahun anggaran melalui

dokumen sumber internal yaitu Memo Jurnal Penyesuaian. Akun lawan

Pendapatan PNBP jenis ini adalah “pendapatan yang masih harus

diterima”.

2) Pengukuran

PNBP dicatat sebesar bagian dari pekerjaan (jasa) yang telah
diselesaikan. Pengukuran jenis PNBP ini hajrus andal dan besar

kemungkinan wajib bayar akan membayar tagihaﬁnya.

b. llustrasi Jurnal
Jurnal Akrual

Kode . .
AKUN Uraian Akun Debet Kredit
Pendapatan Yang Masih Harus
1000 Diterima AXX
423xxx_ | Pendapatan PNBP XXX

Untuk mencatat bagian pekerjaan (jasa) yang tela
belum dapat dilakukan penagihan.

h diselesaikan namun

Jurnal kas : Tidak Ada

B. Belanja/Beban

1. Pekerjaan Akhir Tahun: Pekerjaan fisik belum selesai 100%, pembayaran

dan pencatatan 100%, tidak ada jaminan dari rekanang

a. Pengakuan

Realisasi fisik diakui sebesar perseniase yang d;buktlkan dengan Berita

Acara Pencapaian Prestasi pekerjaan sesuai klausul kontrak
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Pencapaian Prestasi pekerjaan

c. Pencatatan
Realisasi fisik dicatat sebesar kelebihan/selisih pe

dengan prestasi pekerjaan.

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi penerimaa
tahun pada satuan kerja di lingkungan Lembaga

Barang/Jasa Pemerintah diantaranya:
a. Jurnal untuk kasus Poin 1 di atas sebagai berikut:

1 dengan Berita Acara

mbayaran dibandingkan

n terkait pekerjaan akhir
Kebijakan - Pengadaan

Kode . .

Akun Uraian Akun Debet Kredit
Uang Muka Belanja Modal

114213 (Prepayment) XXX

136111 | Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX

b. Jurnal Jika pekerjaan melewati batas waktu yang

denda keterlambatan pekerjaan bagi satker Non BLU :

a) Jurnal Jika dibayar tunai

(1) Jurnal penerimaan denda keterlambatan pek

ditentukan dan dikenai

erjaan belum disetor ke

kas Negara
Kode ) .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
111711 Kas DibendaharaPenerimaan XXX
Pendapatan DendaKeterlambatan
423152 PekerjaanPemerintah XXX

(2) Jurnal untuk mengurangi nilai akun kas di

saat penyetoran ke KUN

bendahara penerimaan

Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
313121 Diterima dari entitas lain XXX
Pendapatan Denda Keterlambatan
423752 Pekerjaan Pemerintah XXX
b} Jurnal Jika belum dibayar
Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
115211 | Piutang PNBP XXX
Pendapatan Denda Keterlambatan
423752 Pekerjaan Pemerintah AXX
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Gedung LKPP pada akhir tahun 2017 mempunyai peﬁ(erjaan renovasi gedung

dengan nilai kontrak Rp. 4.000.000.000,-. Pembayarém telah dilakukan akan

tetapi sampai dengan akhir tahun realisasi ﬁsikn?ya baru selesai 80%,

sementara sisanya akan dikerjakan pada tahun 2018. fj&tas rendahnya realisasi

tersebut tidak ada jaminan dari pihak ketiga.

Jurnal terkait dengan transaksi di atas adalah:

Kode

Uraian Akun Eiebet

NO Akun - Kredit
1. 1 Jurnal Mencatat pekerjaan yang telah dibayar 100% tapi secara fisik
belum selesai 100%, tanpa ada jaminan
Uang Muka Belanja Modal ~
114213 (Prepayment) 800.000.000
136111 | Konstruksi Dalam Pengerjaan 800.000.000
Perhitungan:
= 20% X Rp. 4.000.000.000,-
= Rp. 800.000.000 -

2. Pekerjaan Akhir Tahun belum selesai 100%, pemba
100%, ada jaminan dari rekanan

a.

tahun pada satuan kerja Non BLU di lingkungan Lembagz

Barang/Jasa Pemerintah diantaranya:

a.

Pengakuan

yaran dan pencatatan

Realisasi fisik diakui sebesar persentase yang dibuktikan dengan Berita

Acara Pencapaian Prestasi pekerjaan sesuai klausul kontrak

Pengukuran

Realisasi fisik diukur sebesar realisasi pekertjaan
Pencapaian Prestasi pekerjaan

Pencatatan

Realisasi fisik dicatat sebesar kelebihan/selisin pen

dengan prestasi pekerjaan.

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi penerimaan

Jurnal untuk kasus Poin 2 di atas sebagai berikut:

dengan Berita Acara

nbayaran dibandingkan

terkait pekerjaan akhir

2 Kebijakan Pengadaan

Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun
Uang Muka Belanja Modal
114213 (Prepayment) XXX
136111 | Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX

b. Jurnal Jika pekerjaan melewati batas waktu yang ¢

denda keterlambatan pekerjaan

ditentukan dan dikenai
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3. Pekerjaan telah selesai 100% tapi belum dibayarkan

a.

Apabila pekerjaan telah selesai 100% tapi belum dibaya
penyesuaian sebagai berikut:

-43 -

a) Jurnai Jika dibayar tunai

(1) Jurnal penerimaan denda keterlambatan pekerjaan belum disetor ke

kas Negara
Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
111711 | Kas Dibendahara Penerimaan XXX
423752 | Pendapatan Denda Keterlambatan XXX

Pekerjaan Pemerintah

(2} Jurnal untuk mengurangi nilai akun kas dibendahara penerimaan

saat penyetoran ke KUN

Kode . )
Akun Uraian Akun Debet Kredit
313121 | Diterima dari entitas lain KXX
Pendapatan Denda Keterlambatan
423752 Pekerjaan Pemerintah XXX
b) Jurnal Jika belum dibayar
Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
115211 | Piutang PNBP XAX
Pendapatan Denda Keterlambatan
423752 Pekerjaan Pemerintah XXX

Pengakuan

Pekerjaan telah selesai tapi belum dibayarkan diakui sebesar nilai kontrak

yang harus dibayarkan

Pengukuran

Pekerjaan telah selesai tapi belum dibayarkan diukur sebesar nilai yang

harus dibayarkan dan dicatat
Pencatatan
Pekerjaan telah selesai tapi belum dibayarkan dicz

perolehannya

tat sebesar nilaitharga

rkan maka dibuat jurnal

Kode Uraian Akun Dehet Kredit

Akun

111x Aset X000 OOK

512113 | Belanja Modal Yang Masih Harus XX
Dibayar
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Contoh:
Gedung LKPP pada tahun 2017 mempunyai pekerjaan renovasi peralatan dan
mesin untuk menambah masa manfaat dengan nilai kontrak Rp.4.0Q0.000.000,-.
Sampai dengan selesainya pekerjaan belum dilakukan pembéyaran atas
pekerjaan tersebut.

Jurnal dari transaksi di atas adalah:

NO | fode Uraian Akun Debet  Kredit
1. _| Jurnal Mencatat pekerjaan yang telah dibayar 100% tapi belum dibayar
53111x | Belanja Modal »xxx 4.000.0000.000 :
219113 ggianja Modal Yang Masih Harus 4.0?00_0000'000
ibayar ;
{mencatat pekerjaan yang selesai secara fisik tapi belum dibayar)

4. Belanja/Beban Sewa
a. Pengakuan

Belanja sewa diakui pada saat terjadinya transaksi/kontrak

b. Pengukuran

Belanja Sewa diukur sebesar nilai yang harus dibayarkan

c. Pencatatan

Belanja Sewa sebesar nilaifharga perolehannya nilai/harga perolehannya

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi penerimaan terkait pekerjaan akhir
tahun pada satuan kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah diantaranya:

a. Jurnal pada saat sewa dibayar bersamaan dengan kontrak

Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun

522141 | Belanja Sewa XX

313111 | Ditagihkan Ke Entitas Lain XXX

b. Jurnal pada saat sewa tidak langsung membayar

Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun

522141 | Belanja Sewa XXX

212112 | Belanja yang Masih Harus Dibayar XXX

c. Setiap periode pelaporan satker melakukan penyesuéian untuk
menyesuaikan beban yang sesungguhnya (riil} dan mengakui adanya beban
dibayar dimuka dikarenakan pada akhir periode pegaporan masih terdapat
prestasi yang telah/belum menjadi hak dengan j:’!rnai sebagai sebagai
berikut:
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Kode . é \
Akun Uraian Akun Debet 5 Kredit
Belanja Barang vyang Dibayar :
114112 Dimuka (prepaid) XXX
522141 | Belanja Sewa KXX
Contoh:

LKPP menyewa untuk sewa rack colflocation sistem cloud selama periode 1
Oktober 2015 — 30 Juni 2018 senilai Rp.603.040.000,-

Jurnal dari transaksi di atas adalah

NO | jode Uraian Akun Debet Kredit
1. | Jurnal Mencatat biaya sewa (Oktober 2015)
a 522141 | Belanja Sewa 603.040.000 |
313111 | Ditagihkan Ke Entitas Lain 603.040.000

(mencatat pembayaran sewa rack collocation)

b | Jurnal penyesuaian (31 Desember 2015)

114112 | Belanja Barang yang Dibayar
Dimuka (prepaid) 402.026.667

522141 | Belanja Sewa 402.026.667

Perhitungan beban sewa yang sesungguhnya, dihitung mulai Oktober s.d.
Desember = 3 bulan

= Total Pendapatan Penelitian X (4/24)
= Rp. 603.040.600,- x (3/9)

= Rp. 201.013.333,- sehingga,

Beban Sewa Tahun 2015, Oktober s.d. 31 Des 2015 = Rp. 201.013.333,-
(LO) |
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka prepaid = Rp. 402.026 667 ,- (Neraca)

5. Kekurangan Gaji

a. Pengakuan
Kenaikan Gaji Berkala/Kekurangan Gaji diakui pada saat keluarfterbitnya
Surat Keterangan/Ketetapan kekurangan gaji yang bérsangkutan_

b. Pengukuran
Kenaikan Gaji Berkala/Kekurangan gaji diukur sebesar diukur sebesar nilai
vang terutang sampai dengan pelaporan keuangan vang dibuat nilai yang
ada dalam Surat Keterangan, |

¢. Pencatatan
Kenaikan Gaji Berkala Kekurangan gaji dicatat sebesar nilai yang ada di

Surat Keterangan

jdih.lkpp.go.id




- 46 -

Jurnal penyesuaian ketika Surat Ketetapan Kekurangan Gaiji diterima:

Kode . : :
Akun Uraian Akun Debet Kredit
511111 | Belanja Gaji Pokok PNS XXX |
212111 Bgtanja Pegawai Yang Masih Harus XXX
Dibayar _
Conioh:

Ibu Rini memperoleh Surat tentang kekurangan gaji sebesar Rp. 150.000,- dan
berdasarkan SK tersebut mulai berlaku tanggal 01 Mei 2015, pihak Bendahara
Pengeluaran memproses hal tersebut dan akan dibayar per 01 Septémber 2015.

Jurnal dari transaksi tersebut adalah:

no | Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun
1. | Jurnal penyesuaian 31 Desember 2015 |
511111 | Belanja Gaji Pokok PNS 450.000
212111 Bt_alanja Pegawai Yang Masih Harus 450000
Dibayar

6. Langganan Daya dan Jasa

a. Pengakuan,
Belanja langganan daya dan jasa diakui pada saat keluarnya tagihan atas
langganan daya dan jasa,

b. Pengukuran, |
Belanja langganan daya dan jasa diukur sebesar nilai yang ada dalam
tagihan pembayaran

c. Pencatatan,
Belanja langganan daya dan jasa dicatat sebesar nilai yang ada dalam
tagihan tersebut

Jurnal neraca ketika Surat Tagihan Diterima

rode Uraian Akun Debet Kredit
Akun
52211x | Belanja Langganan xxx XXX
212112 | Belanja Barang Yang Masih Harus e
Dibayar
Contoh:

Biro Umum memperoleh tagihan listrik sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 22
Desember 2015 dan akan dibayarkan tanggal 03 Januari 2016. Jurnal dari
transaksi terkait adalah:
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NO | hode Uraian Akun Debet Kredit
1. Mencatat penyesuaian pada pelaporan keuangan (31 Desember 2015)
A 522111 | Belanja Langganan Listrik 150.000.0000
912112 Elelan}a _ Barang Yang Masih 150_000_000
arus Dibayar _
(mencatat kenaikan tagihan listrik)

C. Akun-Akun Aset
1. Kas

a. Pengakuan
Kas diakui pada saat {erjadinya aliran kas masuk;

b. Pengukuran
Kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima;

c. Pencatatan
1) Kas dicatat sebesar nilai yang diterima;
2} Kas lainnya dan setara kas yang penggunaannya dibatasi disajikan

secara terpisah di dalam kelompok kas dan setara kas dan diungkapkan

alasan pembatasannya dalam catatan atas laporan keuangan:

Jurnal Neraca untuk masing-masing kas sebagai berikut:
a. Jurnal untuk mencatat Kas di Bendahara Pengeluaran

Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
111611 | Kas Di Bendahara Pengeluaran XXX _
219511 | Uang Muka dari KPPPN XAX

b. Jurnal untuk mencatat Kas di Bendahara Penerimaan

Kode . .

Akun Uraian Akun Debet : Kredit
111711 | Kas Di Bendahara Penerimaan XXX

423X PNBP Lainnya XAX

¢. Jurnal untuk mencatat Kas Lainnya Setara Kas

Kode Uraian Akun Debet | Kredit
Akun '

111819 | Setara kas Lainnya XAX :
212191 | Utang Pada Pihak Ketiga Lainnya XXX

2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
a. Pengakuan
Belanja dibayar dimuka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima,
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b. Pengukuran

Belanja dibayar dimuka diukur sebesar jumiah uan

prestasi atau jasa yang diterima;

¢. Pencatatan

Belanja dibayar dimuka dicatat sebesar nilai peroleh:

Jurnal mencatat belanja dibayar dimuka (prepaid)

g vang dibayarkan atas

annya

Kode . .

Akun Uraian Akun Debet Kredit

11411x | Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) XXX

xXxXxXxx | Belanja xxx XXX
3. Piutang

a. Pengakuan

Piutang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum

menerima pembayaran dari penyerahan tersebut.

b. Pengukuran

Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (netrealizable value)

setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tajk tertagih;

¢. Pencatatan

Piutang dicatat sebesar nilai yang dapat direaiisasékén (neifrealizable value)

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi piutang padfcx satuan kerja Non BLU

di lingkungan lLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diantaranya: '

1) Jurnal mencatat piutang PNBP
Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun
115211 | Piutang PNBP XXX
423xxx | PNBP Lainnya XXX

2) Jurnal mencatat piutang Tuntutan Perbendaharaan
Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

115411 Perbendaharaan XXX
423xxx | PNBP lainnya XXX

3) Jurnal mencatat piutang tagihan tuntutan ganti rug
Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun
115421 Baglgn Lgncar Tagihan Tuntutan XXX

Ganti Rugi
423xxx_ | PNBP lainnya KXX
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4. Penyisthan Piutang Tidak Tertagih

a.

Pengakuan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diakui pada saat |

Pengukuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diukur sebesar
setelah jatuh tempo;

Pencatatan

Penyisthan Piutang Tidak Tertagih dicatat sebesar

yang sudah jatuh tempo.

viutang jatuh tempo.

nilai/persentase tertentu

ersentase piutang bruto

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi piutang pada satuan kerga Non BLU

di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangldasa Pemerintah

diantaranya:

1) Jurnal mencatat penyisihan tidak tertagih piutang Eukan pajak

Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
594211 | Beban Penyisihan Piutang PNBP KAXX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-
16211 | pistang PNBP XXX
2) Jumal mencatat penyisihan tidak tertagih piutang Tuntutan
Perbendaharaan
Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun
Beban Penyisihan Piutang Tagihan
594411 | Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan XXX
Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih —
Bagian Lancar Piutang Tagihan
116411 Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan XXX
Ganti Rugi

3) Jurnal mencatat penyisihan tidak tertagih piutanc

3 tagihan tuntutan ganti

rugi
Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
Beban Penyisihan Piutang Tagihan
594411 | Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan XXX
Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih —
Bagian Lancar Piutang Tagihan
11641 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan XXX
Ganti Rugi
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5. Persediaan

a. Pengakuan,
Persediaan diakui pada saat barang diterima atau di
b. Pengukuran
Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai real
lebih rendah;
c. Pencatatan

1asilkan.

isasi bersih; mana yang

Persediaan dicatat sebesar kuantitas/jumlah dan nilai yang tercantum dalam

dokumen serta pada setiap periode pelaporan niléifharga yang digunakan

adalah harga perolehan terakhir

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi persediaan pada satuan kerja Non

BLU di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan EaranglJasa§ Pemerintah

diantaranya:

a. Jurnal saat pembelian persediaan

Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
1171xx | Persediaan XXX
Belanja Barang Yang Masih Harus
212112 Dibayar XXX
b. Jurnal ketika dibayar
Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun
219112 Bgianja Barang Yang Masih Harus XXX
Dibayar
313111 | Ditagihkan Ke Entifas Lain XXX
c. Jurnal Penyesuaian periode pelaporan
Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
1171xx | Persediaan KAXX
5931xx | Beban Persediaan XXX
Contoh:

Biro Keuangan sepanjang tahun 2015 membeli barang konsﬁumsi untuk

persediaan

sebesar Rp.

Rp.500.000.000,- dengan transaksi sebagai berikut:

a. Pemakaian selama 2015 sebesar Rp. 800.000.000,-

1.000.060.000,-dimana

saldo awal sebesar

b. Berdasarkan perhitungan fisik yang tertuang dalam Berita Acara Stock

Opname tanggal 31 Desember 2015, misalkan,
1. Persediaan akhir tahun Rp. 650.000.000,-
2. Persediaan akhir tahun Rp. 725.000.000,-
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Jurnal dari transaksi di atas adalah:

NO

Kode

Akun Det

Uraian Akun

et

Kredit

SATKER NON BLU

1

Jurnal untuk mencatat BAST Perolehan Persediaan

dikirimkan ke aplikasi SAIBA (telah diregister)

117911 | Persediaan yang Belum Diregister | 1.000.000.000

Utang vyang Belum diterima
218111 Tagihanya 1.QO0.000.000
Jurnal saat persediaan telah dicatat di aplikasi SIMAK@BMN dan

117111 | Barang Konsumsi

1.000.000.000

117911 | Persediaan yang Belum Diregister

1.000.000.000

Jurnal untuk mencatat resume tagihan, SPP/SPM

218111 | JBng vang  Belum diterima |4 5 406 000
Tagihanya
Belanja Barang yang Masih Harus :
212112 Dibayar 1.Q00.000.000
Jurnal untuk mencatat pembayaran Persediaan sesuai dengan SP2D
212112 Bfaianja Barang yang Masih Harus 1.000.000.000
Dibayar
313111 | Ditagihkan Ke Entitas Lain 1.000.000.000
a | Jurnal untuk mencatat pemakaian persediaan selama 2015 Q
59311 | Beban persediaan konsumsi 800.000.000
117111 | barang konsumsi 800.000.000
b1 Jurnal penyesuaian saat inventarisasi fisik pada 31 Desember 2015
"~ | (catatan > fisik) :
59311 | Beban persediaan konsumsi 50.000.000
117111 | Barang konsumsi 50.000.000
Perhitungan berdasarkan catatan:
Persediaan akhir = Persediaan awal + pembelian - pemakaian
Persediaan akhir = 500.000.000 + 1.000.000.000 - 800.000.000
Persediaan akhir = 700.000.000
Persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik Rp. 650,000.000
selisin catatan vs fisik = 700.000.000.000 - 650.000.000 = 50.000.000
(catatan I?bih besar dibandingkan perhitungan fisik) ' 3
b2 Jurnal penyesuaian saat inventarisasi fisik pada 31 Desember 2015

(catatan < fisik)

117111 | Barang konsumsi

25.000.

000

59311 | Beban persediaan konsumsi

25.000.000

Persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik Rp. 725
selisih catatan vs fisik = 700.000.000.000 - 725.000.000
{catatan lebih kecil dibandingkan perhifungan fisik)

000.000
= -25.000.000
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6. Aset Tetap

a. Pengakuan,

C.

diantaranya:

Aset tetap diakui sebagai aset jika:

1)
2)
3)
4)

-5

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara a

ndai;

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal;dan

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk d

Pengukuran

igunakan.

1} Suatu benda berwujud yang memenuhi kuaiiﬁkési untuk diakui sebagai

suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tejﬁap, diukur fberdasarkan

biaya perolehan.
Apabila penilaian aset tetap dengan b!

2) aya pero!éhan fidak
memungkinkan maka nilai aset tetap tersebut didasarkarﬁ pada nilai
wajar pada saat perolehan.

3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setlap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggfunaan yang
dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung adalah: |
- biaya persiapan tempat;

- biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar-
muat (handling costs);
- biaya pemasangan (installation costs),
- biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- Biaya konstruksi.
Pencatatan

Aktiva Tetap dicatat sebesar nilaifharga perolehan da

ri aktiva tetap tersebut

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi aktiva tetap pada satuankerja Non

a. Jurnal saat pembelian Aktiva Tetap

BLU di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan B

arang/Jasa : Pemerintah

Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun
13x1xx | Aktiva Tetap......... XXX,
212112 Bglanja Barang Yang Masih Harus ook
Dibayar
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b. Jurnal ketika dibayar

Kode ) :
Akun Uraian Akun Debet Kredit
212112 Bgalan;a Barang Yang Masih Harus XXX
Dibayar
313111 | Ditagihkan Ke Entitas Lain XXX
Contoh:

Diterima penyerahan sebuah laptop dan pihak ketiga
hari itu juga dibuat SPP/SPM LS Belanja Moedal
8.000.000 dan SP2D-nya terbit pada hari yang sama. .
diterima sampai dengan saat terbitnya SP2D adalah:

dibuatkan BAST). Pada
(532111) sebesar Rp.

Jurnal pada saat barang

Kode

keaplikasi SAIBA (telah diregister)

NO Akun Uraian Akun Debet Kredit
SATKER NON BLU
1 | Jurnal untuk mencatat BAST Perolehan Aset
139111 | Aset Tetap yang Belum Diregister 8.000.000
218111 Utagg yang Belum diterima ' 8.000.000
Tagihannya ;
Jurnal saat aset telah dicatat di aplikasi SIMAK BMN dan dikirimkan

132111 | Peralatan dan Mesin 8.000.000

139111 | Aset Tetap yang Belum Diregister - 8.000.000

Jurnal untuk mencatat resume tagihan, SPP/SPM

518111 Utar_ag yang Belum diterima 8.000.000
Tagihanya |

212113 Bgalan;a Modal yang Masih Harus . 8.000.000
Dibayar

Jurnal untuk mencatat pembayaran aset sesuai dengan SP2D

919113 Belanja. Modal vyang Masih 8.000.000 |
HarusDibayar :

313111 | Ditagihkan Ke Entitas Lain 8.000.000

7. Penyusutan Aktiva Tetap
a.

Pengakuan
Penyusutan diakui sejak aktiva tetap tersebut dimiliki.
Pengukuran

Penyusutan diukur sebesar Jumlah yang dapat dis
tetap harus (depreciable assets) harus dialokas

sepanjang masa manfaainya.

usutkan darj suatu aset

kan secara sistematis
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c.

Pencatatan

Penyusutan dicatat sebesar nilai yang disusutka

tertentu.

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi penyust

satuan kerja Non BLU di lingkungan Lembaga Kebijakan k

-54

Pemerintah diantaranya:

N berdasarkan metode

itan aktiva ietap pada

*engadaan Barang/dasa

Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
591x1x | Beban Penyusutan ............ XXX

137x1x | Akumulasi Penyusutan ........ XXX

8. Aktiva Tetap Lainnya

a.

Pengakuan

Aktiva Tetap Lainnya diakui ketika barang diteri

dihasilkan.
Pengukuran

Akiiva Tetap Lainnya diukur sebesar harga perolehan

Pencatatan

Aktiva Tetap Lainnya dicatat sebesar harga perolehar

ma diterima dan atau

/nilai nominalnya.

/nilai nominalnya.

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi aktiva tetép lainnya pada satuan
keria Non BLU di lingkungan Lembaga Kebijakan Péngadaan Barang/Jasa

Pemerintah diantaranya:
1) Jurnal saat pembelian Aktiva Tetap

Kode Uraian Akun Debet Kredit
Akun
16xxxx | Aset Tetap Lainnya XXX
212112 g_eianja Barang Yang Masih Harus XXX
ibayar
2) Jurnal ketika dibayar
Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
212112 Bc_elanja Barang Yang Masih Harus XXX
Dibayar
313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain AXX

9. Penyusutan/Amortisasi Aktiva Tetap Lainnya

a.

Pengakuan

Penyusutan/Amortisasi diakui sejak aktiva tetap tersebut dimiliki -
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b. Pengukuran

Penyusutan/Amortisasi diukur sebesar Jumlah yang dapat disusutkan dari

suafu aset tetap harus (depreciable assets) harus dialokasikan secara

sistematis sepanjang masa manfaatnya

c. Pencatatan

Penyusutan/Amortisasi dicatat sebesar nilai yang disusutkan berdasarkan

metode tertentu

Berikut beberapa jurnal untuk transaksi aktiva tetap lainnya pada satuan

kerja Non BLU di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah diantaranya:

Kode . .
Akun Uraian Akun Debet Kredit
59211x | Beban Amortisasi ............ XXX

137x1x | Akumulasi Penyusutan......... XAX
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BAB V
PENUTUP

1. Petunjuk Teknis Akuntansi Akrual Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat digunakan sebagal pedoman bagi Satker
dilingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah daiam
menyusun laporan Keuangan berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015

2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan ketentuan perundang-
undangan yang menjadi dasar dalam Petunjuk Teknis Akuntanss Akrual ini, akan
diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestlnya

3. Biro Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangldasa Pemermtah agar
melakukan pembinaan dan koordinasi kepada semua Satuan Kerja di lingkungan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan Petunjuk
Teknis Akutansi Akrual ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN -
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO
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